Jurnal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Adopsi Dari Orang Tua Yang Telah

Bercerai Dalam Perspektif Hukum Perdata

Karlinal, [lham Abbas 2, Anggreany Arief3
123 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Karlinas@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan keperdataan antara
anak adopsi dengan orang tua pasca perceraian orang tua yang mengadopsi. Untuk
mengetahui dan menganalisis hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua yang
mengadopsi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Normatif, yakni
suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder
berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen
yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Konsep adopsi dari ketentuan
Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur bahwa anak adopsi memiliki hubungan
keperdataan dengan orang tua yang mengadopsi sebagaimana hubungan orang tua kandung
dengan anak kandung. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang
mengadopsi, maka anak adopsi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu
yang mengadopsi meskipun keduanya telah bercerai. Anak adopsi tetap memiliki hak waris
baik dari ayah maupun dari ibu yang mengadopsinya, anak adopsi yang dianggap dilahirkan
dari perkawinan yang mengadopsinya dan mendapat marga dari keluarga angkat semakin
jelas bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris. Anak tersebut menjadi ahli waris dari
masing-masing pihak baik dari pihak ayah maupun ibunya yang telah bercerai. Rekomendasi
penulisan, anak angkat tidak hanya mendapatkan hak untuk diasuh dan dibesarkan, tetapi
juga memperoleh hak waris. Oleh karena itu, hak-hak anak angkat harus diakui dan
dilindungi terutama dalam situasi perceraian orang tua angkat. Perlindungan ini penting
guna menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anak angkat yang secara sah telah
menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Adopsi, Bercerai, Hak Waris.

Abstract:

This study aims to determine and analyze the civil relationship between adopted children and
their parents after the divorce of the adoptive parents. To determine and analyze the
inheritance rights of adopted children after the divorce of the adoptive parents. The research
method used is the Normative research method, namely a legal research method that is sourced
from regulatory and secondary document data in the form of collection from library and
tertiary materials which are documents containing concepts and information such as
dictionaries. The concept of adoption from the provisions of Staatsblad Number 129 of 1917
which regulates that adopted children have a civil relationship with the adoptive parents as the
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relationship between biological parents and biological children. Thus, even though there is a
divorce from the adoptive parents, the adopted child still has a civil relationship with the
adoptive father and mother even though both have divorced. Adopted children still have
inheritance rights from both the father and the mother who adopted them, adopted children
who are considered to be born from the marriage that adopted them and get a surname from
the adoptive family, it is increasingly clear that adopted children have the right to be heirs. The
child becomes the heir of each party, both from the father and mother who have divorced. The
recommendation of the writing, adopted children not only get the right to be cared for and
raised, but also get inheritance rights. Therefore, the rights of adopted children must be
recognized and protected, especially in situations of divorce of adoptive parents. This protection
is important to ensure the welfare and legal certainty for adopted children who have legally
become part of their adoptive parents' family.

Keywords: Adopted Children, Divorce, Inheritance Rights.

A. PENDAHULUAN

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeingan untuk mempunyai anak,
demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan
dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh
anak berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik
dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak, didalam
konsepsi pengangakatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi,
yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa
Inggris, yang dalam Kamus bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah
“Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil
dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara
anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan
kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.
Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si
anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk
semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam

kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi Pengangkatan
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anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai
berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang
anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke
dalam lingkungan anak angkat.

Demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak
kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat terhadap
kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian
harta warisan orang tua angkatnya, Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta
warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan, Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitupun juga dengan anak angkat
walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum
terrutama dalam pembagian harta warisan.

Namun kedudukan anak angkat dalam harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua
angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) dan kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak mengatur tentang
pengangkatan anak hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak berdasarkan
KUH Perdata, Akan tetapi Perang Dunia II di Belanda telah lahir UU Tentang
Pengangkatan Anak, yaitu: Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Tentang Pengangkatan
anak, yang menyatakan: bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara
hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya,
sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua angkat dan
menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa dalam pengangkatan anak harus
dilaksanakan dengan proses hukum yaitu dengan produk penetapan pengadilan. Namun,
walaupun seorang anak telah diangkat secara sah sesuai ketentuan dalam Peraturan

Perundang-Undangan, mengenai status dari anak angkat tersebut masih seringkali
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kurang atau bahkan tidak mendapatkan perlindungan, terelebih pada saat perkawinan
orang tua angkatnya berakhir. Atas kondisi tersebut, seorang anak angkat yang
seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua
angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya.

Pluralisme hukum yang mengatur tentang waris di Indonesia masih seringkali
melahirkan permasalahan waris. Hal tersebut semakin rumit dengan masih terjadinya
pluralisme yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia. Suatu
permasalah yang dapat terjadi berkaitan dengan adopsi atau pengangkatan anak dan
pewarisan yang bisa terjadi adalah mengenai status anak adopsi atau anak angkat pada
saat terjadi perceraian orang tua angkatnya.

Dari perceraian tersebut belum diketahui kedudukan anak angkat tersebut setelah
adanya perceraian. Hal ini tentunya berbeda dengan kedudukan anak kandung yang
meskipun kondisi orang tuanya telah bercerai namun masih terikat pada adanya
hubungan darah antara anak kandung dengan kedua orang tuanya. Permasalahan lain
yang timbul setelah adanya kerancuan mengenai kedudukan anak adopsi pasca
perceraian orang tua angkatnya adalah berkaitan dengan pewarisan. Masalah tersebut
berkaitan dengan hak waris anak adopsi dari kedua orang tua angkat yang telah bercerai,
apakah dengan terjadinya perceraian tersebut anak adopsi masih memiliki hak waris dari
kedua orang tua angkatnya sebagaimana hak tersebut dimiliki oleh anak kandung.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan keperdataan
antara anak adopsi dengan orang tua pasca perceraian orang tua yang mengadopsi?
Bagaimanakah hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua yang mengadopsi?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai Untuk mengetahui dan
menganalisis hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua pasca
perceraian orang tua yang mengadopsi. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris
anak adopsi pasca perceraian orang tua yang mengadopsi.

Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum
pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil
penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan

pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan literatur bagi
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para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada

bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penelitian ini.

B. METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan
sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data
sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan
permasalahan yang sedang dihadap dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach),
pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum. Dalam penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan
untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum
normatif menggunakan teknik kepustakaan, yakni upaya untuk memperoleh data atau upaya
mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel serta
jurnal hukum yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian agar dapat dipakai untuk
memecahkan suatu masalah. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis
bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke

permasalahan yang khusus atau lebih konkret [11].

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Keperdataan Antara Anak Adopsi Dengan Orang Tua Pasca

Perceraian Orang Tua Yang Mengadopsi.

Setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan pasti memiliki keinginan untuk
membentuk keluarga yang bahagia, salah satunya dengan mempunyai anak. Dalam
sebuah perkawinan, anak merupakan anugerah dari tuhan yang sangat istimewa anak
adalah penerus keluarga. Anak menjadi suatu hal yang berharga karena kelak akan

meneruskan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua dalam sebuah keluarga.
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Anak pada umumnya menjadi alasan orang tua untuk melakukan adopsi atau
pengangkatan anak. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan yang mulia,
karena hal tersebut dapat membantu sesama yang kurang beruntung dalam
kehidupannya. Ketidakberuntungan seseorang seringkali berdampak pula pada
keturunannya, yaitu anak-anaknya.

Banyak tujuan lain di balik dilakukannya pengangkatan anak, seperti belas kasihan
kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan
nafkah kepadanya. Belas kasihan disebabkan oleh anak yang bersangkutan tidak
mempunyai orang tua atau sebagai anak pemancing bagi yang tidak mempunyai anak
untuk dapat mempunyai anak.

Pengangkatan anak atau kita kenal sebagai adopsi sendiri lahir dari komitmen
pemerintah dalam memberikan sejumlah perlindungan dan kesejahteraan anak itu
sendiri. Dalam mewujudkan cita-cita dan peranan penting pemerintah dalam
perlindungan, dipenuhinya hak-hak dan terwujudnya kesejahteraan anak itu sendiri.
Dengan hal tersebut, maka pemerintah mengizinkan adanya kesempatan untuk para
orang tua yang secara harafiah mampu dalam mewujudkan kesejahteraan untuk anak
tersebut melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat
melalui pencatatan pengangkatan anak telah diwujud nyatakan dalam penerbitan
kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak
angkat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan melalui ketentuan
pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2
yakni: pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Anak angkat diasuh
dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga menimbulkan akibat

hukum, yaitu anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya.
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Hal penting dalam pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan
penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban maka
jelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah
pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri
maupun di Pengadilan Agama. Pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri, anak yang diangkat memiliki status yang sama dengan anak kandung atau
anak sah dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga orang tua angkat memiliki
hak untuk menjamin kehidupan termasuk kesejahteraan anaknya.

Anak yang sudah diangkat secara hukum oleh pasangan atau keluarga tersebut akan
mendapatkan perlakuan yang baik dari hal kasih sayang atau kecintaan, pendidikan,
nafkah, pelayanan dan pemenuhan perihal kebutuhan hidup anak tersebut. Anak
angkat adalah anak yang lahir dari orang lain, yang mana anak tersebut telah resmi
diangkat secara hukum yang berlaku oleh orang lain dan kemudian dirawat
selayaknya anak kandung.

Berdasarkan Pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak,
anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak
kandung. Yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka
yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan
orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Namun demikian pada kenyataannya tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di
dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan atau persoalan yang sulit
diatasi, sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya terjadi keretakan hubungan
antara suami istri yang berbuntut pada perceraian, yaitu putusnya ikatan tali
perkawinan dan batalnya hukum akad suatu perjanjian. Dampak Perceraian
mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari
ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang
paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari
perkawinan itu sendiri. Perceraian yang terjadi oleh orang tua angkat menimbulkan
ketidakjelasan bagi anak angkat mengenai status hukum yang telah ada sampai pada

akhirnya adanya perceraian. Hal ini banyak menjadi problematika mengenai status
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hukum bagi anak angkat, apabila orang tua angkatnya bercerai. Namun, apabila
dilihat mengenai anak angkat itu sendiri, sudah jelas bahwa anak angkat telah
memiliki kedudukan layaknya anak sah atau anak kandung.

Perceraian tidak mengakhiri kewajiban orang tua untuk mengasuh serta memberi
pendidikan bagi anaknya dengan tujuan demi kemaslahatan anak. Sesuai dengan
Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: pertama, baik ibu tau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk
kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,
Pengadilan memberi keputusannya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu
berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan: “Kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan
sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pengangkatan anak dalam suatu perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap
anak angkat ataupun orang tuanya. Pada keadaan tersebut kehadiran anak angkat
seringkali menumbuhkan persepsi masyarakat terhadap status anak angkat, apa lagi
jika dalam keluarga tersebut terdapat anak kandung. Atas dasar tersebut, status anak
angkat harus dibuat terang dalam keluarga. Mulanya kedudukan hukum anak angkat
mengacu pada Pasal 12 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak,
mengangkat anak mengandung arti bahwasannya kedudukan anak tersebut menjadi
layak anak kandung.

Umumnya yang terjadi dalam suatu perceraian, setelah proses persidangan cerai
berakhir, terkadang masih ada suatu permasalahan yang masih menyelimuti
hubungan orang tua dengan anak khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.
kondisi tersebut tentunya menimbulkan kerumitan tersendiri apabila terjadi pada
pasangan suami istri yang telah mengadopsi anak. setelah terjadinya perceraian

tersebut bagaimana hubungan keperdataan antara orang tua yang telah mengadopsi
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dengan anak yang diadopsi. Adanya konsekuensi bahwa dalam konsep adopsi
menurut Staastblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak terjadi
hubungan keperdataan antara anak yang diadopsi dan orang tua yang megadopsi
sebagaimana anak biologis, maka hal tersebut juga berdampak pada kedudukan anak
adopsi setelah terjadi perceraian orang tua yang mengadopsi. Dengan demikian
meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang mengadopsi, maka sebagaimana
anak biologis yang lahir dalam perkawinan, anak adopsi tetap memiliki hubungan
keperdataan dengan ayah dan ibu yang mengadopsi meskipun keduanya telah
bercerai.

Mengenai tanggung jawab orang tua yang telah bercerai disebutkan dalam Pasal 41
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat Hukum Perceraian tersebut adalah
baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa terdapat perluasan makna alat bukti dalam hukum acara pidana,
yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup data digital. Hal
ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi.
Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini masih menghadapi berbagai tantangan,
terutama terkait dengan standar operasional dalam penyitaan dan pengamanan

barang bukti digital.

2. Hak Waris Anak Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Yang Mengadopsi.

Pengangkatan anak dalam beberapa lingkup perkawinan dilaksanakan untuk tetap
menjaga marwah perkawinan yang selayaknya dikaruniai anak kandung, sehingga
konsekuensi yuridis suatu proses pengangkatan anak idealnya harus terbentuk
ikatan selayaknya anak kandung dengan orang tua kandung serta persamaan atas
seluruh kedudukan hukum sebagaimana anak kandung. Istilah pengangkatan anak
dalam hukum perdata disebut sebagai adopsi. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak,



Jurnal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak
dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung
jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah
ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang
ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan,
pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk
menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi

orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan
Pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksaan Pengangkatan Anak,
yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Akibat hukum
dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mewaris. Dalam hal perwalian, sejak
putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak
angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun
hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki
ketentuan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai

untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Demi keadilan dan kesejahteraan anak angkat maka kompilasi hukum Islam melalui
Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan
orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI). Sedangkan kitab
undang-undang hukum perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak.
Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab
undang-undang hukum perdata. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW)
diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa. dikarenakan di dalam BW hanya

mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12
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bagian ketiga BW tepatnya Pasal 280 hingga Pasal 289 serta kebutuhan masyarakat
akan pengangkatan anak yang terus menunjukkan peningkatan dan diperkuat dengan
kultur masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa yang telah
lama memperaktikkan pengangkatan anak, maka pemerintah kolonial Belanda
menerbitkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang secara khusus mengatur

tentang pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPerdata.

Pembagian warisan bagi ahli waris yang merupakan bukan golongan sedarah sangat
menjadi polemik dikalangan keluarga besar dari orang tua angkatnya maka dari itu
berdasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129
mengenai warisan bagi anak angkat menyatakan bahwa anak angkat sepatut dan
selayaknya disamakan dengan anak yang sah. Merujuk pada ketentuan Pasal 12
Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau
adopsi menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai
kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta
terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama
dengan ahli waris ab intestato. Sehinggga seharusnya seorang anak angkat
mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung yang

dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Anak angkat terbagi menjadi dua kategori diantaranya adalah anak yang hanya diakui
dan yang sah secara hukum. Pemerintah Hindia Belanda mengatur hal ini secara
khusus dalam Bab II Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Peraturan tersebut
menyatakan bahwa segala keadaan hukum yang dapat memengaruhi posisi hukum
seseorang harus dicatat pada register yang terkait. Dalam kasus pengangkatan anak,
setelah Majelis Hakim di Pengadilan membuat keputusan, di dalam akta kelahiran
anak harus disebutkan informasi tentang pengangkatan anak secara sah, termasuk

nama orangtua angkatnya.

Anak angkat yang diangkat secara sah oleh pengadilan akan dianggap sebagai ahli

waris golongan 1 (satu). Seperti yang ditunjukkan oleh putusan pengadilan tentang
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pengangkatan anak dimana pengadilan menetapkan bahwa anak yang diangkat
sebagai anak angkat sah dari pasangan suami istri yang mengangkat dengan
hubungan hukumnya. Akibat hukum yang dimaksud adalah beralihnya hubungan
keperdataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, termasuk hubungan
waris. Anak angkat yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya
dan memperoleh nama marga keluarga angkatnya, semakin jelas bahwa anak angkat

berhak menjadi ahli waris ab intestato golongan 1 (satu).

Atas ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 1 Staadsblad No. 129 Tahun
1917, maka dengan dianggapnya anak adopsi sebagai anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang sah segala hak keperdataan yang dimiliki oleh anak kandung
melekat pula terhadap anak adopsi termasuk hal yang berkaitan dengan pewarisan.
Hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak kandung tidak
berakhir meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua tersebut berakhir karena
perceraian. Sehingga dengan demikian maka anak tersebut menjadi ahli waris dari

masing-masing ayah dan ibunya yang telah bercerai.

Dalam perspektif hukum, hak-hak anak angkat harus diakui dan dilindungi dalam hal
perceraian orang tua angkat. Anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta dari
orang tua angkatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat diakui dan dilindungi selama
dan setelah perceraian orang tua angkat. Ini dapat dilakukan melalui proses hukum
yang adil dan transparan, serta melalui upaya bersama kedua belah pihak untuk
memastikan kesejahtraan dan kepentingan anak angkat tetap menjadi prioritas

utama.

D. KESIMPULAN

Dalam konsep adopsi dari ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur
bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengadopsi
sebagaimana hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Dengan demikian

meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang mengadopsi, maka sebagaimana anak
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biologis yang lahir dalam perkawinan, anak adopsi tetap memiliki hubungan keperdataan
dengan ayah dan ibu yang mengadopsi meskipun keduanya telah bercerai. anak adopsi
tetap memiliki hak waris baik dari ayah maupun dari ibu yang mengadopsinya
sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak adopsi yang dianggap
dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya dan mendapat marga dari keluarga
angkat, semakin jelas bahwa anak adopsi berhak menjadi ahli waris. Sehingga dengan
demikian maka anak tersebut menjadi ahli waris dari masing-masing baik dari pihak ayah
maupun ibunya yang telah bercerai. Anak angkat tidak hanya mendapatkan hak untuk
diasuh dan dibesarkan, tetapi juga memperoleh hak waris. Oleh karena itu hak-hak anak
angkat harus diakui dan dilindungi, terutama dalam situasi perceraian orang tua angkat.
Perlindungan ini penting guna menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anak

angkat yang secara sah telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya.
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